WALI KOTA BALIKPAPAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL

M enim bang

M engingat

SATUAN PENDIDIKAN DAERAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
pendidikan, Pemerintah D aerah memberijkan dafia
bantuan operasional pada satuan pendidikan form al

dan pendidikan nonformal di Kota Balikpapaiji;

bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dafia bantuan
operasional satuan pendidikan daerah yiing tertib,
efisien, efektif, dan transparan perlu diatui mengenai
pedom an pengelolaan dafia bantuan O perasional

satuan pendidikan daerah;

bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana
dim aksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
m enetapkan Peraturan W ali Kota tentang Pedom an
Pengelolaan D ana B antuan O perasional Satuan

Pendidikan D aerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang D asar N egara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang D arurat No. 3 Tiihun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan D aerah Tingkat Il
di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9),

Sebagai Undang-Undang (Lembaran N egara Tahun



1959 Nomor 72, Tam bahan Lembaran N egara Nomor

1820) sebagaim ana telah beberapa kali diubih terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

19)55 tentang

Pem bentukan D aerah Tingkat Il Tanah Latut, D aerah
Tingkat fl Tapin dan D erah Tingkat Il Tabalong dengan
M engubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959,
tentang Penetapan Undang-Undang D arurat No. 3

Tahun 1953, tentang Pem bentukan D aerah Tingkat Il di

K alim antan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201-4 tentang

Pemerintahan D aerah (Lembaran N egara Republik
Indonesia Tahun 2014 N omor 244, Tambahan
Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaim ana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang

Penetapan Peraturan Pem erintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Keija

M enjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

N egara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

M enetapkan PERATURAN W ALI KOTA TENTANG

D alam

PEDOMAN

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN

PENDIDIKAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan W ali Kota iniyang dim aksud dengan:

1. D aerah adalah Kota Balikpapan.

2. W ali Kota adalah W ali Kota Balikpapan.

3. Pem erintah D aerah adalah W ali K ota sebagai unsur

Pem erintahan D aerah yang memimpin pelaksanaan urusan

yang menjadi kew enangan daerah otonom Kota Balikpapan.

penyelenggara

pem erintahan



10.

11.

12.

13.

D inas adalah perangkat D aerah yang melaksanakan urusan di bidang
pendidikan dan kebudayaan.

Kepala Dinas adalah kepala perangkat Daerah yang melaksan,ikan urusan
di bidang pendidikan dan kebudayaan.

A paratur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegaw ai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peijanijiai keija yang
bekeija pada instansi pem erintah.

B antuan O perasional Satuan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut
BOSPDA adalah bantuan operasional satuan pendidikan yang d berikan oleh
Pemerintah D aerah melalui anggaran pendapatan dan belanja D aerah untuk
m em bantu biaya operasional satuan pendidikan.

Satuan Pendidikan adalah kelom pok layanan pendidikan yang dilaksanakan
oleh pemerintah dan/atau m asyarakat pada jalur formal, nonformal dan
informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.

Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan beijenjang
pada Satuan Pendidikan yang terdiri atas tam an kanak-kar ak, sekolah
dasar, m adrasah ibtidaiah, sekolah m enengah pertama atan m adrasali
tsanaw iah.

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar Pendid kan Form al
yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan beijenjang yang terdiri atas
sanggar kegiatan belajar, kelom pok belajar, tem pat penitipan anak, satuan
pendidikan anak usia dini sejenis atau pusatkegiatan belajar m iLsyarakat.

D ata Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu
sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta dic ik, pendidik
dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya
bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaiarui secara
online.

Education M anagement Information System yang selanjutnya disngkat EMIS
adalah sistem inform asiyang dikem bangkan oleh Kementerian Agama untuk
mem udahkan input data sekolah, pondok pesantren dan pend dikan tinggi
Islam .

Peserta Didik adalah anggota m asyarakat yang berusaha mengembangkan
potensi diri melalui proses pem belajaran pada jalur pendidikan baik
pendidikan informal, Pendidikan Formal m aupun Pendidikan Nonform al,

padajenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.



Pasal 2

Peraturan W ali K ota ini dim aksudkan untuk mem berikan acuan atau

pedoman bagi:

Pem erintah D aerah dalam pem berian dafia BOSPDA; dan

Satuan Pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjaw aban dafla

BOSPDA.

Pasal 3

Peraturan W ali Kota ini bertujuan untuk:

m em bantu biaya operasional Satuan Pendidikan;

m eningkatkan aksesibilitas dan m utu pembelajaran bagi P~*rserta Didik;

dan

m eningkatkan kualitas pendidikan di Satuan Pendidikan.

Pasal 4

Penggunaan BOSPDA dilakukan berdasarkan prinsip:

(1)

fteksibilitas yaitu penggunaan BOSPDA drkelola sesuai dengaik kebutuhan

Satuan Pendidikan;

efektivitas yaitu penggunaan BOSPDA diupayakan dapat memberikan

hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di

Satuan Pendidikan;

efisiensi yaitu penggunaan BOSPDA diupayakan untuk raeningkatan

kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal! mungkin djengan hasil

yang optim al;

akuntabilitas yaitu penggunaan BOSPDA dapat dipertanggilngjawabkan

secara keseluruhan berdasarkan pertim bangan yang Ipgis sesuali

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

transparansi yaitu penggunaan BOSPDA dikelola secara tjerbuka dan

mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan

Satuan Pendidikan.

BAB Il

PENERIMA BOSPDA

Pasal 5

BOSPDA diberikan kepada Satuan Pendidikan Formal dan N onform al

yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah D aera i dan/atau

m asyarakat.



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Satuan Pendidikan sebagaimana dim aksud pada ayat (1) harias mem enuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. mengisi dan m elakukan pem utakhiran Dapodik dan/atau EM IS

sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan sam pai dengan batas

w aktu yang ditetapkan setiap tahun;

b. mem iliki nom or pokok sekolah nasional yang terdata p~da Dapodik

dan/atau EMIS;

[ mem iliki izin pendirian Satuan Pendidikan dan surat keterangan
operasional yang berlaku bagi Satuan Pendidikan yang
diselenggarakan oleh m asyarakat yang terdata pada D apodik

dan/atau EMIS;

d. bukan Satuan Pendidikan keija sama; dan

e. mem iliki rekening giro bank pemerintah atas Aam a sekolah.

BOSPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun

anggaran.

Pasal 6

Satuan Pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dim aksud

dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Penetapan Satuan Pendidikan sebagaim ana dim aksud paria ayat (1)

berdasarkan data pada Dapodik dan/atau EMIS per tanggal 3 LA gustus.

Tanggal 31 A gustus sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ merupakan

batas akhir pengam bilan data oleh D inas yang digunékan untuk

penetapan penyaluran BOSPDA.

BAB ITT

ALOKASI BOSPDA

B agian K esatu

BOSPDA pada Satuan Pendidikan Swasta

Pasal 7

BOSPDA pada Satuan Pendidikan sw asta diberikan kepadajenjang:

a. pendidikan anak usia dini;

b. sekolah dasar/m adrasah ibtidaiah; dan

c. sekolah menengah pertam a/m adrasah sanaw iah.



(2) B esaran alokasi BOSPDA yang diberikan kepada Satuan Pendidikan
sw asta sebagaimana dim aksud pada ayat (1) per tahun ditetapkan dengan

K eputusan W ali Kota.

B agian Kedua

BOSPDA pada Satuan Pendidikan Negeri

Pasal 8
BOSPDA pada Satuan Pendidikan negeri diberikan berdasarkan:
a. jum lah Peserta Didik; dan

b. Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan non ASN.

Paragraf 1

Alokasi BOSPDA Berdasarkan Peserta D idik

Pasal 9
(1) BOSPDA pada Satuan Pendidikan negeri berdasarkan jum lah Peserta

Didik diberikan kepada jenjang:

a. pendidikan anak usia dini;

b. sekolah dasar/m adrasah ibtidaiah;

c. sekolah menengah pertam a/m adrasah sanawiah; dan
d. Pendidikan Nonform al.

(2) B esaran alokasi BOSPDA yang diberikan kepada Satuan Pendidikan
negeri sebagaimana dim aksud pada ayat (1) per tahun ditetapkan dengan

K eputusan W ali Kota.

Paragraf 2
Alokasi BOSPDA Berdasarkan Jasa Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Non ASN

Pasal 10
Besaran alokasi BOSPDA yang diberikan kepada Satuan Pendiijikan Negeri

dihitung berdasarkan beberapa komponen meliputi:

a. insentif sesuai dengan standar harga satuan;
b. kelebihan jam mengajar sesuai dengan standar harga satuan; dan
c. iuran B adan Penyelenggara Jam inan Sosial K esehatan dan B adan

Penyelenggara Jam inan Sosial Ketenagakeijaan sesuai dengs;an standar

satuan harga.



Paragraf 3

Pagu BOSPDA

Pasal 11
(1) D aftar pagu BOSPDA yang diberikan kepada Satuan Pendidikan Negeri
ditetapkan dengan Keputusan Kepala D inas.
(2) K husus untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh K ementerian
A gama, hanya mendapatkan pagu BOSPDA sebagaimana dlim&k:sud dalam

Pasal 8 huruf a.

BAB IV

KOMPONEN PENGGUNAAN DANA

Pasal 12
(1} BOSPDA yang diterim a oleh Satuan Pendidikan digunakan untuk

mem biayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Satuan

Pendidikan.

(2) Komponen penggunaan dafia BOSPDA dapatdigunakan untuk

a. penerim aan Peserta Didik baru;

b. pengembangan perpustakaan;

c. pelaksanaan kegiatan pem belajaran dan ekstrakurikuler;
d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pem belajarap
e. pelaksanaan adm inistrasi kegiatan sekolah;

f. pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
g. pem biayaan langganan daya dan jasa;

h. pem eliharaan sarana dan prasarana sekolah;

i. penyediaan alat multim edia pem belajaran;
j. pem bayaran honorarium ; dan/atau
k. pem biayaan penyewaan alattransportasi.

(3) Satuan Pendidikan menentukan komponen penggunaan dafia BOSPDA
sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan.

(4) R ineian kom ponen penggunaan dafia BOSPDA sebagaimana dim aksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala D inas

(5) Satuan Pendidikan penerim a BOSPDA harus menggunakan dafa
BOSPDA secara transparan sesuali dengan rencana kéigiatan dan

anggaran sekolah.



BAB V

PENGELOLAAN DANA BOSPDA

B agiari Kesatu

Umum

Pasal 13
Pengelolaan D ana BOSPDA meliputi pengelolaan pada:
a. Pemerintah D aerah; dan

b. Satuan Pendidikan.

B agian Kedua

Pengelolaan Dana BOSPDA pada Pemerintah D aerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

(1) Pengelolaan D ana BOSPDA pada Pemerintah D aerah meliputi:

a. perencanaan dan penganggaran;

b. pelaksanaan dan penatausahaan;

c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
d. pem binaan dan pengawasan.

(2) Pengelolaan D ana BOSPDA pada Pem erintah D aerah sebagaimana
dim aksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentudn peraturan

perundang-undangan.

Paragraf 2

Tim Pengelola BOSPDA pada Pemerintah D aerah

Pasal 15

(1) Tim pengelola BOSPDA pada Pemerintah D aerah terdiri atas:

a. W all Rota selaku pengarah;
b. Kepala Dinas selaku penangung jaw ab;
c. anggota tim yang terdiri atas:

1. Sekretaris D inas;

2. Kepala Bidang yang berkaitan dengan pengelolaan BOSPDA

3. operator Dinas; dan

4. pengawas dan penilik.



(2)

Pem bentukan tim pengelola BOSPDA pada Pemerintah Daerajh ditetapkan

dengan Keputusan W ali Kota.

Pasal 16

Tugas tim pengelola BOSPDA pada Pemerintah D aerah meliputi:

m elakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidjikan sesuali

kewenangan yang diinput pada aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi

riil;

m elatih” membimbing dan m endorong Satuan Pendidikan sesuali

kewenangan untuk mengisi dan mem perbaharui data Satuan Pendidikan

dalam aplikasi Dapodik;

mem bantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan
yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
m elakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan daifa
kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan

pengaw as sekolah, Komite Sekolah, dan/atau m asyarakat;

m em erintahkan Satuan Pendidikan negeri sesuai kewenaigan untuk

m elakukan penatausahaan penggunaan dahfa melalui sisfcem aplikasi

yang disediakan Kementerian D alam Negeri;

m em erintahkan Satuan Pendidikan sw asta sesuai kewenangan untuk

m elakukan penatausahaan penggunaan dafia sesuai dengaji ketentuan

yang berlaku;

m elakukan pem antauan dalam pengelolaan dafia pada Satuar Pendidikan

sesuai kewenangan;

m em berikan pelayanan dan penanganan pengaduan m asyarakat dengan

m enyediakan saluran informasi khusus Dana BOSPDA ;

m em astikan Satuan Pendidikan sesuali kewenangan menyiapkan

kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yapg m utakhir

dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Penjdidikan;

mem astikan Satuan Pendidikan sesuai kew enangan menyusun

perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;

m em astikan sem ua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan m mggunakan

D ana BOSPDA sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikari;

m em astikan sem ua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapajn pelaporan

dan pertanggungjawaban D ana BOSPDA.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

10 -

Pasal 17

D alam m elaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tim

pengelola BOSPDA pada Pemerintah D aerah dilarang:

a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Satuan
Pendidikan;

b. m elakukan pem aksaan atau mengatur pem belian barang dan/atau
jasa dalam pem anfaatan D ana BOSPDA untuk keuntungan pribadi
atau keuntungan pihak lain;

c. mem engaruhi dan/atau m em erintahkan Satuan Penditjlikan untuk
m elakukan peianggaran ketentuan penggunaan Dana BOSPDA;

d. menjadi distributor, pengecer, m engarahkan pem beljian kepada
distributor, pengecer dalam preses pembelian, pengadaan buku, atau
barang melalui Dana BOSPDA; dan/atau

e. m engham bat preses pencairan dan penggunaan Dana BOSPDA.

Tim Pengelola BOSPDA pada Pem erintah D aerah yang melanggar

ketentuan sebagaimana dim aksud pada ayat (1) dikenakan sm ksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B agian Ketiga

Pengelolaan Dana BOSPDA pada Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Pengelolaan Dana BOSPDA pada Satuan Pendidikan meliputi:

a. perencanaan dan penganggaran;
b. pelaksanaan penatausahaan; dan
c. pelaporan dan pertanggungjaw aban.

Pengelolaan D ana BOSPDA dilakukan oleh Tim pengelola BOSpDA pada

Satuan Pendidikan.

Paragraf 2

Tim Pengelola pada Satuan Pendidikan

Pasal 19
Tim pengelola BOSPDA pada Satuan Pendidikan terdiri atas:

a. kepala Satuan Pendidikan selaku penanggung jaw ab;
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b. bendahara Satuan Pendidikan;
c. anggota, yang terdiri atas:
1. 1 (satu) orang dari unsur Pendidik;
2. 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah/K om ite Satuan
Pendidikan; dan
3. 1 (satu) orang dari unsur orang tua/w ali Peserta D idik selain
K omite Sekolahr
(2) Unsur orang tua/w ali Peserta Didik sebagaimana dimakud pada ayat (1)
huruf c angka 3 dipilih oleh Kepala Sekolah/K om ite Satuan Pendidikan
dengan m em pertim bangkan kredibilitas dan tidak memiliki konilik
kepentingan.
(3) Pembentukan tim pengelola BOSPDA pada Satuan Pendidikap ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 20

Tugas tim pengelola BOSPDA pada Satuan Pendidikan meliputi:

a. mengisi dan mem utakhirkan data Satuan Pendidikan secara engkap dan
valid ke dalam aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan
Pendidikan;

b. m elakukan wverifikasi dan validasi isian data Satuan Pendidikan yang
m asuk dalam aplikasi Dapodik;

c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan;

d. m elakukan penatausahaan daifla BOSPDA yang sudah diterim a oleh
Satuan Pendidikan negeri melalui sistem aplikasi yang diseaiakan oleh
K em enterian D alam Negeri;

e. m elakukan penatausahaan dafa BOSPDA yang sudah diterim a oleh

Satuan Pendidikan sw asta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. m elakukan penatausahaan Dana BOSPDA ;

g. m enggunakan dafla BOSPDA sesuai rencana kegiatan dan anggaran
Satuan Pendidikan;

h. m elaksanakan pengadaan barang/jasa dalam penggur aan D ana
BOSPD A ;

i m enyam paikan laporan realisasi penggunaan dafia BOSPDA,; dan

m em berikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakatterhadap

pengelolaan dafia BOSPDA.

Pasal 21
Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

hurufa, bertanggung jawab atas:



D
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penyediaan data Satuan Pendidikan pada aplikasi Dapodik atau EM IS

secara benar dan akuntabel;

perencanaan kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang terkait

dengan dafia BOSPDA yang diterim a;

penggunaan dafia BOSPDA yang diterim a; dan

pelaporan penggunaan dafia BOSPDA.

Pasal 22

alam pengelolaan dahfa BOSPDA, tim pengelola BOSPDA piada S atuan

Pendidikan dilarang:

J*

m elakukan transfer D ana BOSPDA ke rekening pribadi atau lainnya

untuk kepentingan selain penggunaan dafa;

m em bungakan untuk kepentingan pribadi;

m em injam kan kepada pihak lain;

membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan D ana BOSPDA atau

perangkatlunak lainnya yang sejenis;

menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerim aan Peserta Didik baru

dalam jaringan;

mem biayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan;

mem biayai kegiatan dengan mekanisme iuran;

mem biayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikap, dan/atau

Peserta D idik;

m em elihara prasarana Satuan Pendidikan dengan kategor kertisakan

sedang dan berat;

m em bangun gedung atau m angan baru;

mem beli instrum en investasi;

mem biayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan

pendam pingan terkait program dafia BOSPDA yang diselenggjarakan oleh

pihak lain selain Perangkat D aerah dan/atau Kementerian;

mem biayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah

Pusat, Pem erintah D aerah, atau sum ber lain yang sah;

menggunakan dafia BOSPDA wuntuk kepentingan pribadi atafu kelom pok

tertentu; dan/atau

m enjadi distributor atau pengecer bahan pem belajaran, buku, alat

perm ainan edukatif, dan/atau peralatan lainnya kepajda Satuan

Pendidikan dan/atau Peserta Didik.



Pasal 23
Tim pengelola BOSPDA pada Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dim aksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII

PEMBIAY AAN

Pasal 24
Pem biayaan dalam pelaksanaan Peraturan W ali Kota ini dibeb(ankan pada

anggaran pendapatan dan belanja D aerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Pada saat Peraturan W ali Kota ini mulai berlaku, Peraturar W ali K ota
B alikpapan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedom an Pengelolaan D ana
B antuan O perasional Sekolah D aerah (Berita D aerah Kota Balikpjapan Tahun
2021 Nomor 14) sebagaim ana telah diubah dengan Peraturan W ali Kota Nomor
7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan W ali Kota Nomor 13 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengelolaan D ana B antuan O perasio:nal Sekolah
D aerah (Berita D aerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 7), dicabttt dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan W ali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

A gar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundang,.n Peraturan

W ali Kota ini dengan penem patannya dalam Berita D aerah Kota Balikpapan.

D itetapkan di Balikpapan

pada tanggal 7 Juni 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,
T td .

RAHMAD M ASUD



Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 7 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH ROTA BALIRPAFAN,

T td.

M UHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIANIJIUKUM



